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Abstrak
 

Kepastian hukum atas tanah hak barat dilakukan melalui konversi, ditandai dengan pelaksanaan pendaftaran

tanah. Selain itu perlu dilakukan pemeliharaan datanya, salah satunya dengan melakukan perpanjangan

jangka waktu bagi hak atas tanah tertentu yang masih dipergunakan oleh bekas pemegang hak tersebut.

Tidak dilakukannya perpanjangan jangka waktu atas tanah yang masih dimanfaatkan dapat menimbulkan

masalah di tengah masayarakat. Salah satunya kasus antara ONT yang merasa sebagai pihak yang berhak

atas tanah milik PT.XXX yang telah habis jangka waktu hak atas tanahnya. Karena itu penulis mengangkat

masalah mengenai status kepemilikan atas tanah hasil konversi hak barat (Hak Guna Bangunan) miliki

perusahaan di Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 yang tidak dilakukan

perpanjangan jangka waktu serta status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan milik PT.XXX. Bentuk

penelitiannya adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitannya yaitu deskriptif analitis. Data yang

digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Alat pengumpulan datanya

studi dokumen dengan metode analisis data kualitatif. Perpanjangan jangka waktu penting untuk kepastian

hukum bagi tanah yang masih dimanfaatkan.  Tidak adanya kepastian hukum tersebut dapat menjadi celah

bagi oknum untuk mendapatkannya, seperti yang dilakukan ONT atas tanah milik PT.XXX. Pada akhirnya

PT.XXX memenangkan perkara karena memiliki hak prioritas sebagai bekas pemegang hak.  Kelalaian

PT.XXX dan pemerintah yang tidak menindak bekas pemegang hak yang tidak melakukan perpanjangan

namun tetap memanfaatkan tanah tersebut selayaknya yang berhak merupakan sebab sengketa ini. Status

kepemilikan atas tanah tersebut menjadi tidak jelas dan pasti.

<hr>

Legal certainty over western land is carried out through conversion, marked by the implementation of land

registration. In addition, it is necessary to maintain the data, one of which is to extend the period of time for

certain land rights that are still used by the former right-holders. Not doing extended periods of land that is

still being utilized can cause problems in the community. One of the cases was between the ONT who felt

that he were entitled to the land owned by PT. XXX whose land rights had expired. Therefore the author

raised the issue of the ownership status of the land converted to western rights owned by a company in

Indonesia in accordance with Presidential Decree No. 32 of 1979 which did not extend the period and

ownership status of the land and building rights of PT. XXX. The form of the research is normative juridical

research with descriptive analytical typology. The data used is secondary data, consisting of primary and

secondary legal materials. The tool for collecting data is studying documents with qualitative data analysis

methods. An extension of the important period for legal certainty for land that is still utilized. The absence

of legal certainty can be a gap for individuals to get it, as did the ONT on land owned by PT. XXX. In the

end, PT. XXX won the case because it had priority rights as a former rights holder. PT. XXX's negligence

and the government that did not take action against the former rights holders who did not carry out the
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extension but who still used the land should be entitled to be the cause of this dispute. The status of

ownership of the land becomes unclear and certain.


